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BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

NUNUKAN TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

a. bahwa agar pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan di daerah, bisa terarah dan sistematis
sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah , perlu disusun dokumen
Strategi Penganggulangan Kemiskinan Daerah
untuk jangka waktu S (lima) tahun yang
selanjutnya digunakan sebagai rancangan
kebijakan pembangunan daerah di bidang
penanggulangan kemiskinan,;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan
acuan penanggulangan kemiskinan yang
menyeluruh dan terpadu antar lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan, secara terarah,
terencana, dan terkoordinasi, maka perlu disusun
Strategi Penangulangan Kemiskinan Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Kemiskinan bahwa Rencana
Strategi Penangulangan Kemiskinan di Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
Nunukan tentang Strategi Penangulangan
Kemiskinan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2016-2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 47 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5255);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir
Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 199);



21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 313);

22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Penangulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

24.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KABUPATEN NUNUKAN TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.

2. Bupati adalah Bupati Nunukan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
4

. Strategi Penganggulan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2016-2021 yang selanjutnya disebut SPKD Kabupaten Nunukan Tahun
2016-2021, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2
SPKD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021, merupakan strategi
penanggulangan kemiskinan daerah, yang meliputi :
a. Visi;
b. Misi;
c. Tujuan;
d. Strategi; dan

e. Pendekatan, serta kebijakan dan program dalam penanggulangan
kemiskinan daerah.



Pasal 3

(1) SPKD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021, disusun dengan
sistematika sebagai berikut ;

a.
b.

C.

BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV

. BABV

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

PENDAHULUAN

KONDISI UMUM DAERAH

PROFIL KEMISKINAN DAERAH
PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN

ANALISIS APBD UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TINJAUAN KEBIJAKAN DAN

KELEMBAGAAN KOORDINASI

ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI
DAERAH

RENCANA DAN SISTEM MONITORING

(2) SPKD Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah dibidang penanggulangan
kemiskinan untuk tahun 2016 sampai dengan ditetapkankan peraturan
ini, mengacu pada RPJMD dan Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Kemiskinan.

bupati



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI NUNUKAN,

ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
, Kgpﬁ@g@\an Hukum




